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BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 34 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER

Menimbang :

Mengingat

DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat
atau karakteristik yang diatur oleh praturan perundang-
undangan, merupakan  penerimaan  negara  guna
mewujudkan kesejahteraan;

bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan
keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dana
bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya bagi
buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok melalui
mekanisme bantuan langsung tunai;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, mekanisme pencairan bantuan
langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai
hasil tembakau dibayarkan secara langsung dari rekening
kas umum daerah kepada penerima bantuan, maka
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Teknis
Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian
Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Teknis
Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022
Nomor 23) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Kepala Dinas Sosial mengajukan surat permohonan pencairan BLT
DBHCHT kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan
Aset Daerah.

Surat permohonan pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan pagu anggaran dan dilampiri:

a.
b.

C.

surat permintaan pembayaran surat perintah membayar;

tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pengguna anggaran,
pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran;
rekapitulasi daftar penerimaan/daftar rencana penggunaan dana yang
akan dicairkan;



d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran;

e. surat penyataan verifikasi data yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

f. fotokopi rekening bank calon penerima BLT DBHCHT;

g. fotokopi surat penyediaan dana; dan

h. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke
penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Batang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,
ttd
LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang

pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd
ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DITANDATANGANI
%|| SECARA ELEKTRONIK
OLEH:

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001



